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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat 

melimpah, Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurn rakyat”.1 salah satunya  hal yang 

diatur langsung oleh negara guna pemanfaatan hasil bumi yaitu pada bidang 

pertambangan. Sumber Daya Alam pertambangan ialah salah satu kebutuhan yang 

sangat mendasar bagi seluruh masyarakat bahkan telah sama dengan kebutukan 

primer lainya seperti sumber daya air, sumber daya energy, dan lainya yang telah 

mengendalikan tujuan hidup masyarakat. Adapun ahli yang menyatakah bahwa 

dari beberapa negara di dunia, Indonesia lah yang kaya akan sumber daya alam 

sumber daya tersebut sangat vital dan esensial bagi kelangsungan hidup umat 

manusia.2  

Pertambangan  nasional ialah upaya yang direncanakan secara bertahap dan 

berkelanjutan dengan skala prioritas yang lebih baik. Pertambangan merupakan 

sebagian atau semua tahapan aktivitas pada rangka penelitian, pengelolaan dan 

pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

                                                             
1 “Undang-Undang Dasar Negara Rupublik Indonesia Tahun 1945,” n.d., 

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. 
2 Bahri Aswan, Najamuddin, “Usaha Tambang Pasir Batu Di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa 

(2006-2018),” Jurnal Pattingalloang ©Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Makassar, 2020, http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/19193. 
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pengangkutan dan penjualan, serta berbagai aktivitas pasca tambang.3 Sangat 

banyaknya sumber pertambangan di Indonesia membuat banyaknya orang tertarik 

akan berinvestasi di bidang ini melihat banyaknya keuntungan yang bisa didapat, 

sehingga sangat diperlukanya berbagai peraturan yang dapat mengontrol mobilitas 

pertambangan agar berjalan efektif. Guna mencapai tujuan kemakmuran 

masyarakat pengelolaan sumber daya alam terutama dalam bidang pertambangan 

haruslah didasari oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip keadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.4 

 Sebuah industri pertambangan hadir guna membantu memberikan peluang 

dalam beberapa aspek seperti memberikan peluang kerja dan kesempatan 

berusaha. Undang-undang mineral dan batubara (Minerba) No.4 Tahun 2009, 

Undang-undang tersebut mengatur tentang aktifitas pertambangan, izin usaha 

pertambangan (IUP) serta penggolongan pertambangan mineral. Pertambangan 

dilakukan dengan kerjasama antar penambang dengan pemilik tanah,hal itu tidak 

terlepas dari pembagian hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut, perjanjian 

tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada saat ini. Usaha 

pertambangan sendiri diatur secara jelas di dalam UU Minerba yang menerangkan 

bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi beberapa tahapan seperti melakukan penyidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

                                                             
3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara,” n.d., https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UU.htm. 
4 Ahmad Suhaimi, Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria 

Nasional (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020). 
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pengangkutan serta penjualan bahkan pascatambang. Dalam hal ini negara 

memiliki kepemilikan penuh dalam segala hasil dari sumber daya alam maka dari 

itu pada hal ini penguasaan itu ada pada negara yang diwakilkan oleh pemerintah. 

Pemerintah melakukan pengelolaan serta pemanfaatan bahkan pemerintah juga 

diperbolehkan untuk melimpahkan kepada pihak tertentu, tetapi pemerintah tetap 

untuk melakukan penguasaan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA. 

Pertambangan ini termasuk kedalam kegiatan pertambangan rakyat galian mineral 

bukan logam dan batuan.  

 Pertambangan bahan mineral logam, merupakan pertambangan dari 

kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan 

gas bumi, serta air tanah.5 Bahan mineral logam dibedakan menjadi beberapa jenis 

seperti, logam besi, logam dasar, logam radioaktif, logam mulia, dan logam 

ringan. Bahan galian ini bila diolah akan dapat menghasilkan logam dan berbagai 

bahan kebutuhan pada proses industri yang bisa menunjang kehidupan manusia. 

Sedangkan pertambangan batubara merupakan pertambangan dari endapan karbon 

yang terdapat di dalam bumi, termasuk juga bitumen padat, gambol, dan batuan 

aspal. Yang termasuk dalam bahan galian batuan non logam (bahan galian 

industri) merupakan semua bahan galian diluar mineral logam dan radioaktif, 

                                                             
5 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 

n.d., https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf. 
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tanpa suatu proses pengolahan yang sederhana dapat digunakan langsung dalam 

industri.6  

Moon, Michael & Evans menyatakan pengertian dari bahan galian non 

logam merupakan mineral atau senyawa yang tidak mengandung unsur logam dan 

dapat digunakan sebagai bahan baku kegiatan industri.7 Mineral bukan logam dan 

batuan dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 

batubara yang mengartikan bahwa mineral bukan logam adalah mineral yang 

unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu 

kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain sedangakan batuan merupakan massa 

padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, 

baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).8 Batuan dan mineral 

bahan galian industri berada diseluruh wilayah Indonesia, secara geologi, bahan 

galian industri ini terdapat dalam setiap bagian batuan, baik yang berumur pra-

tersier sampai kuarter, terutama pada batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. 

Pertambangan dilakukan dengan kerjasama antar penambang dengan pemilik 

tanah,hal itu tidak terlepas dari pembagian hasil yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut, perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada saat ini. 

Usaha pertambangan sendiri diatur secara jelas di dalam UU Minerba yang 

menerangkan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan pengusahaan 

                                                             
6 Wilma Septia et al., “Potensi Sumber Daya Mineral Logam Dan Non Logam Di Provinsi 

Sumatera Barat,” Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi 5, no. 1 (2020): 87, 

https://doi.org/10.32663/georaf.v5i1.1282. 
7 Rinal Khaidar Ali, Nurakhmi Qadaryati, and Sigit Widadi, “Analisis Kualitas Untuk Optimasi 

Pemanfaatan Potensi  Sumber Daya Mineral Non Logam Dan Batuan  Di Kecamatan Lumbir, 

Kabupaten Banyumas,” Teknik 40, no. 3 (2019): 161, https://doi.org/10.14710/teknik.v39i3.21889. 
8 “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017,” 

n.d., https://www.esdm.go.id/assets/media/content/PERMEN_05_TAHUN_2017.pdf. 
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mineral atau batubara yang meliputi beberapa tahapan seperti melakukan 

penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan bahkan pascatambang. 

Negara memiliki kepemilikan penuh dalam segala hasil dari sumber daya alam 

maka dari itu pada hal ini penguasaan itu ada pada negara yang diwakilkan oleh 

pemerintah. Pemerintah melakukan pengelolaan serta pemanfaatan bahkan 

pemerintah juga diperbolehkan untuk melimpahkan kepada pihak tertentu, tetapi 

pemerintah tetap untuk melakukan pengaasan dalam kegiatan pengelolaan dan 

pemanfaatan SDA. Pertambangan ini termasuk kedalam kegiatan pertambangan 

rakyat galian mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan galian mineral 

bukan logam dan batuan ini berjenis bebatuan seperti pasir sungai, koral dan batu 

yang berasal dari sungai dan daerah aliran sungai. Bahan tambang ini biasanya 

digunakan untuk kebutuhan pokok pembangunan serta infrastruktur baik dalam 

bangunan pribadi, swasta, dan pemerintah. Bahan galian mineral dan logam ini 

memiliki peran sangat penting dalam mendukung kebutuhan material 

pembangunan infrastruktur seperti pendirian jalan, pembangunan perumahan, 

gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Pertambangan ini dilakukan oleh 

masyarakat disekitar lokasi penambangan sebagai alternatif untuk membangun 

perekonomian masyarakat.9  

 

                                                             
9 Fiqih Rahmatillah Maimun, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 

Vol.2, No. (n.d.). 
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Terdapat data lima tahun terakhir terkait dengan volume produksi 

pertambangan bahan galian mineral dan batuan non logam di Indonesia dari tahun 

2018-2022 sebagai berikut : 

Tabel 1.1  
Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian Mineral dan Batuan Non 

Logam  

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 202410 

 

Berdasarkan Table 1.1 diatas terlihat jumlah penjualan produksi tambang 

bahan galian mineral dan batuan non logam yang pada data tersebut terlihat 

jumlah produksi terbesar pertama berada pada jenis bahan galian pasir tetapi pada 

nyatanya terdapat penurunan penjualan yang signifikan dari tahun ketahun, dan 

                                                             
10 “Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3) 2018-2020 & 2021-2022,” Badan Pusat 

Statistik, 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEwIzI=/volume-produksi-

pertambangan-bahan-galian.html. 



7 
 

 
 

yang kedua itu pada jenis bahan galian batuan kerikil maupun jenis batuan lainya 

yang berpengaruh besar pada roda perekonomian di Indonesia khususnya pada 

bagian pertambangan. Pada data tersebut hanya sebagaian dari banyaknya 

pengusahaan  tambang yang ada di Indonesia, dan tak dipungkiri ada pula 

pertambangan yang tidak legal yang tidak mendapatkan izin yang sesuai dan tidak 

sesuai dengan pengaturan yang ada tetapi tetap melakukan penambangan itulah 

yang sering menjadi suatu perbuatan melawan hukun n=dan bahwkan masuk 

kedalam suatu tindak pidana dan dapat di proses secara hukum. 

Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian dan pengelolaan serta pengusahaan mineral atau batu bara yang 

meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstraksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta 

kegiatan pascatambang.11 Pertambangan sendiri dibahas secara khusus diatur 

didalam hukum pertambangan yang merupakan bagian dari kajian hukum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah didalam pengaturan seperti pengelolaan 

perizinan di sektor pertambangan seperti permasalahan area penambangan atau 

Wilayah usaha pertambangan (WUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengenai 

eksplorasi serta eksploitasi, Izin Usaha Pertambanagan Khusus (IUPK), Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain sebagainya.  

Adanya jaul-beli yang dilakukan pengusaha setelah terjadinya pasca tambang 

yang menjadi garis utama dalam hasil utama dari diadakanya pertambangan guna 

memenuhi permintaan. Dalam jual beli diperlukanya adanya suatu Perjanjian atau 

                                                             
11 H S Salim, Pengantar Sumber Daya Alam (jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2018). 
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kontrak diatur secara implisit dalam Pasal 1313 KUHPerdata12 yang menyatakan 

bahwa; 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainya atau lebih”  

Perjanjian atau kontrak yang telah diatur didalam KUHPerdata, seperti jual-beli, 

tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, 

pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.13 Pada dasarnya perjanjian berawal dari 

perbedaan ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan 

perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi diantara para 

pihak melalui negoiasasi para pihak berupaya menciptakan bentuk kesepakatan 

untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui 

proses tawar-menawar, hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian 

mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua 

belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.14sebagai 

bentuk pelaksanaan tertulis dari perjanjian yang merupakan dasar hukum yang ada 

selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.  

R. Subekti pun menyatakan bahwa perjanjian tersebut berisi janji kepada 

orang lain guna melaksanakan suatu, dimana janji itu harus dilakukan. Buku III 

Bab Kedua KUHPerdata terdapat istilah perjanjian atau persetujuan (Contract Or 

Agreement ) yang mengartikan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa dimana 

                                                             
12 “Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),” n.d. 
13 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata),” Jurnal Pelangi Ilmu 5, 

no. 1 (2012): 2. 
14 Esti Dwi R Normalita D, Aris Prio A S, Hukum Bisnis Bagi Manajemen (Yogyakarta: 

Pustakabarupress, 2023). 
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seseorang telah melakukan suatu perjanjian kepada oranglain ataupun dua orang 

saling mengikat guna melakukan sesuatu.15 Terjadinya perjanjian jual-beli hasil 

tambang para pihak harus sepakat atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah 

pihak, dimana dalam prakteknya perjanjian tersebut dilakuakn secara tertulis atau 

dengan menggunakan kwitansi dengan materai diatasnya supaya memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam setiap masing-masing pihak dan 

berakhirnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak.  

 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor 

pertambangan setiap penambang yang izin menjual hasil pertambangan mineral 

atau batubara harusla memiliki beberapa surat izin sebagai berikut:  

1. Pemegang izin usaha operasi produksi (IUP OP) 

2. Pemegang IUPK OP untuk pengangkutan dan penjualan  

3. Pemegang izin sementara untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan 

penjualan atas hasil tambang ineral dan batubara yang diberikan dengan 

pemegang IUP Eksplorasi  

Diatur secara rinci didalam peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 mengenai 

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 39 

PP No.23 tahun 2010 menyatakan bahwa ; 

“Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau 

batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi Khusus 

untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

                                                             
15 Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian  (jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008). 



10 
 

 
 

Dalam UU Minerba meyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penetapan 

jumlah produksi, penjualan, serta penetapan harga diataur berdasarkan peraturan 

pemerintah. Sebelum diadakanya jual-beli atau produksi hasil tambang haruslah 

memenuhi setiap izin serta pemenuhan persyaratan, agar pemenuhan hak dan 

kewajiban terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur. Bahan galian batuan 

non logam memiliki surat izin khusus yang disebut dengan Surat izin 

penambangan batuan (SIPB). SIPB merurapakn izin yang diberikan guna 

memberi izin kegiatan usaha pertambangan batuan dengan jenis tertentu.  

 Suatu perjanjian jual-beli haruslah didasari oleh adanya suatu 

perlindungan hukum untuk para pihak baik penjual maupun pembeli. Dimana 

perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dilakukan untuk subjek 

hukum kedalam suatu perjanjian yang bersifat preventif, baik lisan maupun 

tertulis dimana perlindungan hukum memiliki fungsi hukum tersendiri yang 

memiliki makna bahwa hukum memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian bagi para pihak. Dalam perjanjian jual beli sangat 

berkaitan erat dengan perlindungan hukum preventif dimana subjek hukum atau 

para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum suatu 

keputusan, yang bertujuan agar mencegah dari adanya sengketa.  

Penelitian ini menganalisis terkait kasus perlindungan hukum bagi pembeli 

dalam perjanjian jual beli hasil tambang bahan galian batuan non logam, dimana 

tujuan dari adanya jual beli adalah guna memindahkan hak barang dari penjual ke 

pembeli dengan meletakan hak dan kewajiban dari para pembeli, hak untuk 
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memilih barang sesuai kualitas, yang diatur di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dilandasi oleh UUD 1945.  

Terdapat tiga perjanjian jual-beli yang dapat dijadikan bahan analisis 

terhadap isu hukum yang muncul pada penelitian ini. Pertama, perjanjian jual-beli 

batu limestone atau batu kapur  dengan No. C.02/PTW-MSI/PJBB/II/2022 antara 

CV Perwira Inti Bumi selaku perusahaan penyedia bahan galian hasil tambang, 

dengan PT. Material Supply Indonesia selaku pembeli bahan galian hasil 

tambang. Para pihak telah sepakat melakukan perjanjian dengan syarat-syarat 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada 

perjanjian ini CV. Perwira Inti Bumi menjadi tanggan kedua yang hanya memiliki 

IUJP dengan kata lain hanya sebagai perusahaan yang begerak pada kegiatan jasa 

penunjang hasil pertambangan saja, dan kemudian dijual kembali pada PT. 

Material Supply Indonesia sebagai jasa menyuplai kebutuhan komoditas.  

Kedua, Perjanjian jual-beli Batu Split dengan No.007/BSA-GSA/IX/2018 

antara PT. Gunung Sakti Abadi sebagai penjual denagan PT. Bumi Segara Arta 

selaku pembeli, para pihak telah sepakat melakukan traksaksi jual beli dengan 

ukuran dan kualitas batu split yang telah di setujui. Ketiga, perjanjian jual-beli 

pasir beton galunggung No.001/SPJBPG/BTTS-JHP/IV/2019 antara PT. 

Bandung- Tasik Tambang Sejahtera selaku pemilik tembang serta penjual dengan 

PT. Jaya Huma Perkasa selaku pembeli pasir, dalam perjanjian ini para pihak 

sepakat untuk menjalankan kerja sama dalam hal penyedia dan pengiriman pasir 

galunggung terhadap PT. Jaya Huma Perkasa sesua dengan kualitas dan 

spesifikasi yang telah disepakati didalam perjanjian.  
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Berdasarkan uraian terhadap tiga surat perjanjian jual-beli hasil tambang 

bahan galian batuan non logam diatas, dalam surat perjanjian tersebut tidak di 

ketahui apakah secara teknis sudah sesuai dengan apa  yang di perjanjikan 

didalam surat perjanjian bahkan apakah secara teknis telah sesaui dengan SOP 

produksi atau jual-beli yang seharusnya dan yang telah diatur oleh pemerintah 

maupun undang-undang. Perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh kedua 

perusahaan tersebut sangat berpengaruh pada jalanya roda usaha masing-masing 

perusahaan, persoalan yang sering terjadi didalam hukum perjanjian mengenai 

kelalaian atau pengingkaran penjual terhadap pembeli serta bagaimana 

perlindungan hukum bagi pembeli. Setiap harus memenuhi hak dan kewajiban 

yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam melakukan perjanjian para pihak 

wajib memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawab, jika tidak terlaksana 

dapat disebut wanprestasi. prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh penjual kepada pembeli yang terdapat di dalam setiap perikatan 

dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan obyek perikatan yang merupakan 

hak pembeli untuk menuntutnya kepada si penjual, dan kewajiban bagi penjual 

untuk memenuhi tuntutan itu.16 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis 

mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak sesuai dengan perjanjian 

yang dibuat, dalam bentuk penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL 

TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN NON LOGAM” 

                                                             
16 Gunawan Widjaja and Kartini Mulyadi, “Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari 

Perjanjian,” Alauddin University Press, Makassar, 2003, 68. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dikaji isu hukum dalam 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penetapan kualitas hasil tambang bahan galian batuan non 

logam dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual-beli 

antara para pihak (penjual dan pembeli) ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli atas pembelian 

kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika tidak ada 

penetapan spesifikasi kualitas bahan ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui penerapan kualitas hasil tambang bahan galian 

batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan dan 

perjanjian jual-beli antara para pihak (penjual dan pembeli); 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli atas 

pembelian kualitas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika 

tidak ada penetapan spesifikasi kualitas bahan. 
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2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Manfaat Teorotis  

Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat di 

jadikan referensi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan 

hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual - beli hasil tambang bahan 

galian batuan non logam  

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam 

perjanjian jual-beli hasil tambang galian batuan non logam, seperti ; 

1. Pembeli  

Sebagai bahan untuk mengambil keputusan untuk melakukan 

perjanjian jual beli hasil tambang galian batuan non logam dengan 

memperhatikan dan atau  menetapkan substansi-substansi hak dan 

kewajiban yang baik dan benar agar dapat melindungi pembeli 

maupun penjual yang lebih terjamin perlindungan hukumnya.  

2. Penjual  

Sebagai bahan acuan dalam melakukan perjanjian jual-beli hasil 

tambang galian batuan non logam, dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban serta sebab akibat dari kebijakan terhadap perlindungan 

hukum bagi penjual dan pembeli. 
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3. Pemerintah Daerah  

Sebagai bahan masukan untuk menetapkan peraturan dan 

pemberian izin sehingga peraturan tersebut jelas dan dapat 

diterapkan, seperti pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Minera 

(ESDM) Provinsi Sumatera Selatan  

D. Kerangka Teoritis  

Mengkaji permasalahan hukum di perlukan  beberapa teori guna mendukung 

beberapa asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerapkan suatu keadaan 

sosial yang secara sistematis dengan merumuskan  hubungan antar teori yang 

digunakan. Berdasakan pendapat dari M. Solly Lubis kerangka teori ialah 

pemikiran atau pendapat mengenai suatu kasus titik permasalahan yang dijadikan 

bahan dari pandangan teoritis.17 Pada umumnya suatu penelitian hukum 

menggunakan 3 teori dasar yaitu Grand Theory, Middle Range Theory, dan 

Applied Theory, dijelaskan segagai berikut: 

1. Grand Theory  

Teori ini merupakan teori yang mendasari dari dua teori di bawahnya yang 

akan di bahas pada kerangka teori ini. Grand theory pun disebut sebagai teori 

makro karena teori-teori ini ada di level makro, yang membahas tentang struktur 

dan tidak berbicara mengenai fenomena mikro.18 Dalam penelitian ini 

menggunakan Teori Keadilan, yang dimana keadilan di Indonesia digambarkan 

                                                             
17 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Legal Research, 

Method Choices and Article Writing Practices), ed. Yunus Ahsan, Cet.5 (Yogyakarta: Mirra 

Buana Media, 2021). 
18 Arham Junaidi Firman, “Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial 

(Theories: Grand, Middle and Grounded),” Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2020, 96, 

https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.7029. 
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dalam Pancasila sebagai dasar negara, ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, yang merupakan salah satu nilai-nilai utama dalam berkehidupan.19 

Keadilan ini terkandung dalam sila kelima yang didasari dan dijiwai dalam 

hakikat keadilan kemanusian dengan maksud keadilan dalam suatu hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lainya, orang lain, bangsa, 

negara ataupun manusia dengan tuhan. Suatu nilai keadilan ialah suatu dasar yang 

perlu diwujudkan dalam suatu tujuan negara (keadilan Sosial). 

Menurut John Rawls dalam pemikiranya pokok dalam keadilan merupakan 

susunan dasar masyarakat dalam setiap intitusi sosial, politik, hukum, dan 

ekonomi, karena mendasari peluang dalam kehidupan perorangan. Keutamaan 

sebuah keadilan merupakan struktur dasar dalam masyarakat, permasalahan utama 

kadilan adalah merumuskan beberapa prinsip yang harus terpenuhi oleh sebuah 

struktur dasar masyarakat yang adil. Yang pertama, prinsip keadilan perlu adanya 

penilaian konkret tetang adil tidaknya suatu intitusi dan penerapanya. Kedua, 

Prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-

kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidak adilan dalam struktur dasar 

masyarakat tertentu. Keadilan berkaitan jugan dengan kebutuhan dasar, fungsi 

struktur  masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin 

diperoleh setiap orang (primary goods). Primary goods merupakan kebutuhan 

dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai 

kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan.20 

                                                             
19 M. Agus Santoso, “Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,” Kencana, 2014, 

20–48. 
20 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” JURNAL TAPIS : Jurnal Teropong 

Aspirasi Politik Islam 9, no. 2 (2013): 30–45. 
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Hukum sendiri sangat berkaitan dengan keadilan, adapun pendapat yang 

menyatakan bahwa keadilan digabungkan dengan hukum agar tercapainya rasa 

keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan bentuk yang mendasari suatu 

tata hukum dan peradilan yang harus mencakup prinsip kepentingan suatu bangsa 

dan negara. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak hanya bersifat keadilan formal 

dan prosedural, tetapi juga keadilan yang berdasarkan aturan normatif yang ketat 

dan jauh dari moralitas dan nilai-nilai  kemanusiaan. Sedangkan keadilan formal-

prosedural merupakan keadilan substantif, yaitu keadilan yang ukurannya bukan 

kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan 

kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan 

mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.21  

Penerapan teori keadilan pada traksaksi jual-beli hasil tambang bahan galian 

batuan non logam yang dimana syarat utama menurut John Rawls yaitu mengenai 

prinsip kebebasan setara yang dimana kedua belah pihak harus memiliki hak yang 

setara, pada penelitian ini pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual beli 

memiliki hak yang setara dimana dalam penetapan kualitas hasil tambang bahan 

galian batuan non logam berkaitan dengan penetapan harga yang setara atau  

lumayan tinggi dikarenakan dilihat dari  penetapan standarisasi kualitas barang 

yang harus sesuai dengan apa yang di tetapkan penjual ditambah lagi biaya 

produksi, biaya operasional, dan biaya sewa tempat. Walaupun dalam prakteknya 

pihak pembeli tidak membatasi jumlah keuntungan yang penjual dapatkan asal 

dalam perjanjian jual beli pihak penjual dan pembeli saling menyetujui dalam 

                                                             
21 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum,” in Ctk. Kedelapan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). 
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menjalankan transaksi tersebut, sesuai dengan prisip yang dinyatakan oleh Jonh 

Rawl yang kedua mengenai prinsip perbedaan yang menyangkut masalah sosial 

ekonomi seperti prinsip kesetidaktaraan sosial dan ekonomi yang di bentuk agar 

memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang berasa tidak beruntung.22  

Pada teori ini suatu perjanjian perlulah memiliki fungsi yang mendasar yaitu 

dengan cara mewujudkan nilai keadilan dalam tatanan bersosial dan ekonomi 

dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi, dan mengatur hubungan perjanjian 

yang baik antar para pihak agar terpenuhinya hak dan kewajiban yang seimbang, 

dengan maksud teori keadilan berfungsi sebagai instrument hukum guna 

meminimalisir jika terjadinya ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan 

ekonomi di masyarakat, khususnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

perusahaan yang akan melakukan kerjasama. Dari penjelasan teori keadilan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah bersifat seadil-adilnya dan 

memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak pelaku perjanjian.  

2. Middle Range Theory 

Middle Range Theor, ialah teori yang digunakan sebagai penghubung agar 

suatu penyelesaian menjadi lebih fokus dan mendetail dari atas suatu grand 

theory. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. 

Teori Kepastian Hukum yang diartikan sebagai salah satu dari tujuan suatu 

hukum dan bisa dikatakan bahwa kepatuian hukum ialah bagian dari upaya dalam 

mewujudkan keadilah. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan 

hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya 

                                                             
22 Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke (Bandung: Nusa 

Media, 2018). 
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untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk 

nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang 

tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, 

setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan 

suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna 

mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya 

diskriminasi. Dari kata kepastian,memiliki makna yang erat dengan asas 

kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal 

yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan 

kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku 

yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula 

sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat 

memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan 

tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum 

merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. 

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia 

kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna 

dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah 

perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan 

pada kenyataan. 
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3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan 

dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal 

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada 

pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum 

itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah 

salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari 

perundang-undangan. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum 

yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan 

bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami 

nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, 

bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif 

serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. 

Pada teori ini suatu perjanjian di perlukan adanya kepastian hukum untuk 

mengikat semua pihak agar patuh terhadap aturan, dalam isu hukum yang diambil 

dalam suatu perjanjian kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan 

prinsip-prinsip dari antar persamaan dihadapan hukum agar terkhindar dari adanya 

diskriminasi. Adanya kepastian hukum maka akan terjaminya setiap pihak untuk 

melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang 

dibuat dan menjalankan kesepakatan bersama dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban agar terwujudnya keadilan.  
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Teori kepastian hukum berguna untuk menjawab rumusan masalah pada 

nomor satu mengenai bagaimana penetapan kualitas hasil tambang bahan galian 

batuan non logam dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian jual beli 

antara para pihak dan kedua mengenai perlindungan hukum bagi pembeli atas 

pembelian kualiatas hasil tambang bahan galian batuan non logam jika tidak ada 

penetapan spesifikasi kualitas bahan, yang dimana hukum dalam hal positif 

merupakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengenai Undang- 

Undang No.3 Tahun 2020  Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan KUHPerdata. Lalu hukum 

didasarkan pada sebuah fakta dengan arti bahwa hukum dibuat dengan 

kenyataanya seperti perjanjian jual beli bahan galian batuan non logam.  

Perjanjian jual-beli memuat hal-hal guna memiliki landasan dalam peraturan 

hukum seperti pada Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana jika perjanjian tersebut 

tidak memenuhi syarat-syarat yang di buat pada Pasal 1320 KUHPerdata maka 

dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini 

kepastian hukum berperan sebagai suatu jaminan atas kepemilikan barang yang di 

perjual-belikan baik sebelum ataupun sesudah barang tersebut di jual dan juga 

setiap perjanjian jual beli hasil tambang bahan galian batuan non logam harus 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar akibat hukum bagi para pihak 

dapat mendapatkan kepastian hukum. Teori kepastian hukum pun berperan dalam 

memberikan  perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual 

beli terutama pada pihak pembeli atau konsumen yang diatur secara jelas pada 
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undang-undang No.8 Tahun 1999 mengenai  perlindungan konsumen guna 

memberikan jaminan hukum.  

3. Applied Theory  

Pada teori ini akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat 

dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. teori 

Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan yang 

dilakukan untuk suatu subjek hukum pada sebuah bentuk tindakan baik yang 

bersifat preventif ataupun reprensif, dengan maksud bahwa perlindungan hukum 

itu ialah suatu gambaran tersendiri dari sebuah fungsi hukum yang memberikan 

keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan. Teori ini digunakan 

sebagai analisa pada penelitian ini kareka teori ini sendiri pasti terjadi pada 

hubungan setiap negara dengan masyarakatnya.23  

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman 

yang diberikan atas hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain serta 

perlindungan tersebut diberikan kepada warna negara untuk dapat menikmati hak 

yang diberikan oleh hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 

merupakan sebuah konsep yang bersifat universal yang berasal dari negara 

hukum.Perlindungan hukum sendiri menjadi hak wajib setiap masyarakat karena 

negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada 

UUD 1945, perlindungan hukum sendiri dapat menjadi unsur yang mendasar serta 

menjadi konsekuensi dalam Negara hukum.24 Pada penelitian ini perlindungan 

                                                             
23 Amrani Hanafi and Ali Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan 

Penerapan, Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). 
24 Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas 

Perwakafan Yang Tidak Tercatat ( Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan 
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hukum pada dasarnya tidak membedakan terhatap penjual dan pembeli karena 

perlindungan hukum berfungsi sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. Maka dari situlah dalam perjanjian jual beli haruslah 

di dasari dengan adanya teori perlindungan hukum bagi para pihak baik penjual 

maupun pembeli.  

Pada applied theory ini di bantu dengan menggunakan perjanjian jual-beli 

dimana perjanjian ini diatur dalam buku III KUHPerdata pada pasal 1457 – Pasal 

1450. Perjanjian jual beli merupakan suatu hal menyetujui dimana penjual 

mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan terhadap pembelisuatu barang 

sebagai hak milik dan menjaminya untuk membayar dengan harga yang telah di 

setujui atau yang diperjanjikan. Perjanian jual beli juga pada umumnya ialah 

perjanjian konsesual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para 

pihak mengenai unsur esensial dalam suatu perjanjian, dapat dikatakan unsur 

esensial karena setelah para pihak sepakat mengenai barang dan harga yang di 

perjanjikan jika tidak ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan 

perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai 

kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsuresensial dari 

perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akandijual dan harga 

barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hallainnya, klausul-kausul 

yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan 

                                                                                                                                                                       
Sukamulia),” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 5, no. 1 (2017): 30, 

https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.342. 
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tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau biasa disebut unsur 

naturalia.25 

Teori ini dapat digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah 

nomor satu, dan dua, karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah 

sesuai dengan teori perjanjian yang terkandung pula didalamnya tentang fungsi 

hingga sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut terlaksana dan tidak merugikan 

para pihak perusahaan yang membuat perjanjian. 

E. Kerangka Konseptual  

Penjelasan konseptual ialah uaraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, 

pada hal ini kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara isu hukum yang akan diteliti, dengan kata lain 

konsep merupakan abstraksi dari gejala atau fakta-fakta yang akan di teliti. Dalam 

pembahasan ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dlam 

perjanjian jual-beli hasil tambang bahan galian batuan non logam, yang 

memanfaatkan adanya suatu perjanjian antar perusahaan untuk mengikat satu 

sama lain agar terwujudnya semua hak dan kewajiban dalam menyelesaikan suatu 

proyek pekerjaan. Adapun beberapa definisi yang berguna untuk memberikan 

batasan-batasan dan ruang lingkup yang akan dibahas di dalam tesis ini, sebagai 

beriku;  

 

 

 

                                                             
25 Subekti, “Aneka Perjanjian,” Cet. XI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 
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1. Perjanjian Jual-Beli  

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Tirtodiningrat yang 

dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 

berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut 

Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum dimana seseorang berjanji pada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal.26 Dalam melakukan perjanjian harus didasari oleh Pasal 1320 KUHPerdata 

menyenai syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan 

suatu sebab yang halal, dengan terpenuhinya syarat tersebut dapat menjadi suatu 

perjanjian yang sah dam mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersepakat.  

Perjanjian jual-beli diatur juga di dalam Buku ke III KUHPerdata, Bab ke 

lima mengenai jual-beli dalam Pasal 1457 yang menyatakan bahwa “yang 

dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

(penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,dan pihak 

yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan”. Pernyataan 

tersebut dapat diartikan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan 

perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari 

pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam 

hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan sertaberhak 

untuk menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan 

pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut 

                                                             
26 Hernoko Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, PT. 

Kharisma Putra Utama, Cet 4 (jakarta, 2010). 
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tidak dipenuhi,maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.27 Perjanjian jual-beli 

dijadikan paying hukum atau perlindungan hukum terhadap setiap pelaku usaha, 

sesuai dengan pembahasan terhadap penelitian ini dimana perjanjian jual-beli 

dibuat antar para pihak untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi 

antar pihak agar terjamin secara jelas di hadapan hukum.   

2. Pembeli  

Pembeli sering disama artikan dengan “Konsumen” atau dalam Inggris 

“Constumer” dan dalam bahasa Belanda “Koper” seperti yang sering tercantum 

didalam KUHPerdata, pembeli sendiri dapat diartikan sebagai individu atau suatu 

perusahaan yang membeli barang tertentu atau ,menggunakan jasa tertentu atas 

suatu barang. Pembeli sendiri memiliki hak seperti menerima sejumlah barang 

yang diperjual-belikan, menerima jaminan atas keadaan dan kepemilikan barang 

yang dibelinya. Dalam hal ini juga pembeli memiliki kewajiban untuk membayar 

seharga pembelian barang pada waktu dan tempat dimana ditetapkanya dalam 

persetujuan atau dengan kata lain pembeli harus membayar ditempat dan pada 

waktu penyerakan.  

Hak pembeli diatur secara terperincin didalam UU Perlindungan Konsumen 

No.8 Tahun1999, yang dimana pada Pasal 1 Ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa; 

Pasal 1 ayat 1; 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen” 

 

                                                             
27 Ayesha Haiqa Nurlette, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli 

Kosmetik Secara Online,” Journal of Lex Generalis (JLS 2, no. 3 (2021): 1516–28. 
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Pasal 1 Ayat 2; 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan”28 

 

Undang-Undang diatas dapat diartikan bahwa pembeli atau konsumen berhak 

mendapatkan perlindungan hukum dalam setiap transaksi jual-beli atau 

pelayanan jasa, pembeli sendiri bisa mencakup sebagai orang perseorangan 

ataupun berbentuk badan hukum 

3. Penjual 

Pengertian penjual sering disama artikan dengan “Produsen” dimana sama-

sama berperan dalam dunia usaha, yang membuat atau menyediakan barang 

ataupun jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Penjual atau produsen 

merupakan orang yang memasok barang atau jasa, penjual yang menyediakan 

kebutuhan berupa barang akan mengelola bahan baku mentah sehingga menjadi 

suatu barang, seperti yang dibahas pada penelitian ini mengenai jual-beli hasi 

pertambangan, dimana hasil pertambangan yang diperolehlah yang dijadikan 

barang dalam kegiatan jual-beli. Penjual adalah orang yang melakukan kegiatan 

jual beli, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk 

memperoleh keuntungan. Memiliki dedikasi yang tinggi mampu mengatasi 

masalah kebutuhan yang dialami oleh pembeli merupakan hal yang harus dimiliki 

oleh seorang penjual. Seorang penjual harus mampu memberikan nasehat tentang 

                                                             
28 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 

n.d., file:///C:/Users/user/Downloads/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf. 
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apa yang harus dibeli, bagaimana cara menggunakan barang dan lain sebagainya 

kepada pembeli.29 

Penjual berhak untuk memperoleh nilai atau harga bagi barang atau jasa 

sesuai dengan kerja keras dari pengolahan barang ataupun cara mendapatkan 

barang tersebut. Uang yang didapatkan penjual akan diputar kembali sebagai 

modal guna memproduksi barang kembali, penjual pun harus menjaga kualitas 

barang yang diperjual belikan karena menentukan hasil dari kepercayaan bagi 

pembeli untuk mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas.Penjual memiliki 

kekuatan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membuat pasokan barang 

dimana jika suatu barang tidak di produksi oleh penjual makan pihak pembeli 

akan kesusahan. Indonesia sebagai negara nomor satu sebagai produsen atau 

penyedia barang hasil tambang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan 

dunia.  

4. Hasil Tambang 

Hasil tambang merupakan hasil atau produk dari sumberdaya alam yang di 

proses melalui pembentukan yang memerlukan waktu jutaan dan memiliki sifat 

tidak terbarukan. Biasanya berupa bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, 

bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, sulpida, khorm, mangan, tangstan, 

molidenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, minyak 

mentah, aspal, gas alam, sulfur, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, 

silikon, peldpar, piropilet,talk,batu lempung, dan bijih tanah (bijih emas,bijih besi, 

timah di sungai,dan berbagaimetal lainnya). Hasil tambang merupakan bahan 

                                                             
29 Zakiyah dan Bintang Wirawan, “Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang 

(Studi Pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung),” Jurnal Sociologie 1, no. 4 

(2014): 331. 
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baku yang bersifat sangat penting. Hasil tambang dibutuhkan oleh semua 

manusia, meski terkadang kita tidak menyadari seberapa besar kebutuhan kita 

terhadap Hasil tambang alam. Negara- negara di dunia sangat membutuhkan hasil 

tambang untuk dapat memenuhi segala kebutuhan negara tersebut. Maka dari 

itulah negara yang mempunyai banyak sumber daya alam dianggap sebagai 

negara yang kaya. 

Hasil pertambangan sendiri didapatkan dari adanya suatu pertambangan 

dimana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan manusia dengan mengambil 

sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Hasil tambang dikelompokan 

menjadi beberapa macam seperti bahan galian yang berbentuk padat seperti emas, 

perak, batu gamping, lempung, dan lain-lain, berbentuk cair seperti minyak bumi 

dan yodium, dan lain-lain, dan yang berbentuk gas merupakan gas alam. Hasil 

tambang dikelompokan menjadi tiga golongan  

a. Hasil tambang golongan A, disebut sebagai barang tambang yang 

strategis. Barang tambang golongan A merupakan bahan galian yang 

berperan penting dalam kehidupan suatu negara. Beberapa anggota dari 

barang tambang jenis A ini antara lain minyak bumi, gas alama atau gas 

bumi dan batu bara, nikel dan juga timah. 

b. Hasil tambang golongan B, barang tambang golongan B disebut sebagai 

barang tambang vital, barang tambang golongan vital merupakan bahan 

galian yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian 

suatu negara. Bahan galian golongan B ini dikuasai oleh negara dengan 

menyertakan rakyatnya. Beberapa anggota dari barang tambang golongan 



30 
 

 
 

B ini antara lain emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi dan 

bauksit. 

c. Hasil tambang golongan c, disebut juga dengan galian industri yang 

dikelola oleh masyarakat, bahan galian golongan C antara lain kaolin, 

fosfat, gipsum, mangan dan lain sebagainya.30 

5. Bahan Galian Batuan Non Logam   

Pengertian bahan galian dapat kita baca pada dalam pasal 1 Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan pokok Pertambangan. 

Bahan galian adalah :  

“Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala 

macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan 

– endapan alam“ 

 

Bahan galian sendiri merupakan semua produk dari pertambangan yang diperoleh 

dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada dalam kerak bumi, yang 

teridi dari mineral-mineral. bahan galian non logam merupakan mineral atau 

senyawa yang tidak mengandung unsur logam dan dapat digunakan sebagai bahan 

baku kegiatan industri.31 Mineral bukan logam dan batuan dimaksud didalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara yang mengartikan 

bahwa mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas 

bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan 

                                                             
30 “Golongan Tambang Indonesia,” Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi 

(BAKRI) Universitas Medan Area, 2022, https://bakri.uma.ac.id/golongan-tambang-indonesia/. 
31 Ali, Qadaryati, and Widadi, “Analisis Kualitas Untuk Optimasi Pemanfaatan Potensi  Sumber 

Daya Mineral Non Logam Dan Batuan  Di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” 
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lain-lain sedangakan batuan merupakan massa padat yang terdiri atas satu jenis 

mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi.32   

 

Bahan galian batuan non logam merupakan bahan galian industri masuk 

juga kedalam bahan galian c dimana bahan galian mineral asli dalam bentuk 

aslinya yang dapat ditambang untuk perluan manusia, dengan maksud semua 

bahan galian diluar minerallogam dan radioaktif, yang tanpa atau dengan proses 

pengolahan yang sederhana dapat digunakan langsung dalam industry. Menurut 

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan mineral dan batubara, pertambangan mineral bukan logam ialah 

1. Mineral bukan logam meliputi:  

Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, 

belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, 

fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, 

kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu 

gamping untuk semen;  

2. Batuan meliputi; 

umice, tras, toseki, obsidian, marmer,perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers 

earth), slate,granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt,trakhit, leusit, 

tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, 

krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry 

besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,batu kali, kerikil sungai ayak tanpa 

                                                             
32 “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017.” 
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pasir, pasir urug,pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan 

pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanahmerah (laterit), batu gamping, onik, 

pasir laut, dan pasiryang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur 

mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi 

pertambangan; 

 Pada bahan galian batuan non logam juga merupakan bukan bahan galian 

strategis atau pun vital karena memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran 

yang bersifat internasional. Bahan galian batuan non logam merupakan bahan 

galian yang sangat diperlukan dalam sebuah proses pembanguan suatu bangunan, 

dimana kualitas nya sangat dipertimbangkan.  

F. Metode Penelitian  

Dalam penulisan ini sangat diperlukanya data-data yang benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan, menggunakan metode penulisan merupakan media 

dalam pemecahan masalah, karena dalam metode dapat mengetahui “bagaimana” 

permasalahan dapat diselesaikan dan menemukan jawabannya.  

1. Jenis Penelitian   

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif serta didukung 

juga dengan data empiris. Bahan penelitian hukum normatif yang diteliti hanya 

berdasarkan bahan pustaka dan bahan sekunder, dan juga akan mencakup bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu penelitian empiris merupakan 

penelitian yang langsung menggunakan data langsung dari masyarakat sebagai 

sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris 

pun dapat dihubungkan langsung pada efektivitas hukum yang sedang berlaku 
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atau penelitian terhadap sumber permasalahan yang ada atau penelitian terhadap 

identifikasi hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung 

terhadap salah satu pegawai  pemerintahan daerah di Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai badan yang ditunjuk 

memerintahan dalam memberikan izin tambang pada suatu daerah.33  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini guna melakukan pendekatan terhadap isu 

hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang 

berhubungan langsung dengan isu-isu hukum yang diteliti. Adapun beberapa 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah : 

a. Pendekatan  Perundang-Undangan  

Pendekatan dengan meneliti perundanng-undangan yang akan sejalan sebagai 

aturan hukum yang menjadi pokok utama permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam pendekatan ini penulis perlu memahami hirarki serta asas asas yang ada 

dalam peraturan perundangan, seperti yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahuan 2004, yang membahas 

mengenai peraturan perundang-undangan adalan bentuk peraturan yang tertulis 

yang terbentuk oleh suatu lembaga negara dan mengikat secara umum. Maka dari 

pengertian diatas dapat disebut pendekatan perundang-undangan adalah 

pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi.34  

 

 

                                                             
33 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Legal Research, 

Method Choices and Article Writing Practices). 
34 Irwansyah. 
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b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan Konseptual muncul dari pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum, serta dengan mengetahui pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam  ilmu hukum. Maka peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan  pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan  asas - asas hukumyang sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi. Hal inilah yang dijadikan sandaran bagi penulis dalam membuat suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.35  

c. Pendekatan Analisis 

Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang dengan menganalisa 

beberapa bahan hukum guna mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-

istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. 

Pendekatan analisis ini digunakan untuk mengetahui secara jelas dan memehami 

setiap istilah-istilah yang tergandung di dalam peneitian ini. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang di dukung 

dengan data empiris maka data utama yang digunakan ialah data sekunder 

mengenai perilaku, dan data empiris dari bahan pustaka.  

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

                                                             
35 Irwansyah. 
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4. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

6. Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang 

No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;  

7. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota; 

8. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara  

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 

Batubara.  

10. Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 

Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

11. Surat Perjanjian Jual-Beli Batu No.C.02/PTW-MSI/PJBB/II/2022 

12. Surat Perjanjian Jual-Beli Material Tanah Urug  

13. Surat Perjanjian Jual-Beli Pasir Galunggung No.001/SPJBPG/BTTS-

JHP/IV/2019 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

1. Kepustakaan, Buku serta literatur 

2. Karya Ilmiah  

3. Referansi- Referansi yang relevan  

c. Bahan Hukum Tersier 

1. Kamus hukum  

2. Ensiklopedia 

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum   

Teknik pengumpulan dan pengolahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Studi Pustaka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan 

dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif 

dalam proses analisis penyusunan regulasi terkait persoalan yang akan 

dibahas.  

b. Observasi Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian 

dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait 

terkait persoalan pada penelitian ini. Informasi yang akan diperoleh dari hasil 

observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. 

c. Wawancara Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di 

lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara dimana dalam proses 

wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para 

informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data 

lapangan berdasarkan hasil wawancara dari key informan (informan utama). 
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Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau purposive non random 

sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum   

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun 

secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari 

hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang 

bersifat khusus (particular). Kemudian Penelitian ini ditulis dengan menggunakan 

logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai 

peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum 

sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai 

premis minor (khusus). 

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan 

menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil 

pengumpulan data, b) Mengumpulkan ,membagi secara rinci, mengklasifikasikan 

data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan 

menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data 

sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.  

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan 

adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk 

menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan 

teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (credibility), 
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peralihan (transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian 

(confirmability). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat 

kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan 

triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh 

ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian 

dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta 

dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan 

dipresentasikan dengan gaya tertentu. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan   

Penarikan kesimpulan terhadap bahan hukum penelitian yang menggunakan 

metode penarikan kesimpulan yang secara deduktif guna mendapatkan jawaban-

jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Hail ini merupakan suatu 

proporsi umum yang suatu kebenaranya telah diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan. 
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